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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang
pengisian jabatan struktural yang belum dapat terisi
secara definitif yang diisi oleh pejabat/pegawai yang
memiliki  kompetensi namun  belum  memenuhi
persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif;

bahwa untuk pengisian jabatan struktural sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara
pengangkatan Pelaksana Tugas dalam hal pejabat
definitif berhalangan tetap;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

www.peraturan.go.id



2017, No.853

Mengingat

—

Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana
Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 227);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
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Menetapkan
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609);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan di lingkungan = Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan
Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah
maupun penyelenggara negara lainnya.

3. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah
Pegawai yang ditunjuk dan diberikan Mandat untuk
menduduki  jabatan struktural tertentu serta
melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang
berhalangan tetap.

4. Hari Kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Hari
Kerja adalah Hari Kerja yang dimulai dari hari Senin

sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional
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10.

11.

dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Tunjangan Kinerja adalah fungsi dari keberhasilan
kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai
yang selaras dengan tujuan penerapan reformasi
birokrasi.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin
Pegawai.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat
penilai terhadap sasaran kerja Pegawai dan perilaku
kerja Pegawai.

Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang
ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, fungsi,
dan wewenangnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya
disebut sebagai Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Sekretaris
Kementerian adalah unsur pembantu Menteri dalam
penyelenggaraan dan pembinaan administrasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah
kementerian/lembaga yang  melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
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BAB II
RUANG LINGKUP PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 2
Untuk menunjang dan menjaga kelancaran dalam hal
pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kementerian
PPN/Bappenas pada suatu jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya, dilakukan penunjukan PIt
dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap.
Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam hal suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan
menimbulkan lowongan jabatan pada saat seorang
pejabat:
a. pensiun;
b. meninggal dunia;
c. mengalami perpindahan;
d. diberhentikan dalam jabatan;
e. tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri

yang melebihi 6 (enam) bulan; dan

f.  tugas belajar yang melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilakukan dengan cara:

ditunjuk dari Pejabat Pemerintahan yang setingkat;
ditunjuk dari Pejabat Pemerintahan satu tingkat
dibawah; atau

ditunjuk dari Pejabat Pemerintahan pada Jabatan

Pelaksana.

Pasal 4

Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai PIt sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan

berikut:

a.

memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan

kompetensi perilaku sesuai dengan persyaratan yang
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